
 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-buku: 

Abbas, Syahrizal. (2009). Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, 

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.  

Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

Abdurrasyid, Priyatna H. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Jakarta: Fikahati Aneska/BANI. 

Amirudin dan Zinal Asikin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 

Amriani, Nurnaningsih. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Pengadilan. Jakarta: Grafindo Persada. 

Angger Sigit, Erdha Widayanto. (2015). Awas Jangan Beli Tanah Sengketa. 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 

Arifin, Jaenal. (2008). Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hokum di 

Indonesia. Jakarta: Kencana prenada Media Group. 

Harahap, Yahya. (2009). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 

Harsono, Boedi. (2007). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-

undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. 

Hutagalung, Sophar Maru. (2012) Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafik. 

Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. 

Pustaka Prima. 

Irawan, James Julianto. (2014). Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis. 

Jakarta: Kencana. 

Junaidi, Eddi. (2011). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Rajawali. 

Machmuddin, Dudu Duswara. (2001). Ilmu Hukum Sebuah Sketsa. Bandung. PT. 

Refika Aditama. 

Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta. Liberty. 



 
 

 
 

Murad, Rusmadi. (1991). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. Bandung: Mandar 

Maju. 

Nugroho, Susanti Adi. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 

ke- 1. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 

Rahmadi, Takdir. (2010). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan 

Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers. 

Sarwono. (2012). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Cet ke-3. Jakarta: Sinar 

Grafik. 

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia. 

Soemartono, Gatot P. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta; PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. 

Sumardjono, Maria S.W. (2008). Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta: Kompas. 

Sutantio, Retnowulan. (2003). Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan 

Mediasi. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan 

HAM. 

Sutiyoso, Bambang. (2006). Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Dan Antisipasi Bagi 

Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang, 

Yogyakarta: Citra Media.  

Usman, Rachmadi. (2012). Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: 

Sinar Grafika. 

Wijoyo, Suparto. (2003). Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes 

Resolution). Surabaya: Airlangga University Press. 

Witanto, DY. (2012). Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan 

Pradilan Umum Dan Pradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008. 

Bandung: Alfabeta. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Jurnal-jurnal: 

Abdul Halim. (2011). "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam 

www.badilag.net. 

Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kota Bandung. Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1, 

Nomor 1. 

Dedy Mulyana. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Positif. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 2 | September 2019 | Halaman: 

177-198 http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy.  

Hamidi dan Moh. Abdul Latif. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura 

Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”. dalam Yudisia: Jurnal 

Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021. 

Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui 

Optimalisasi Mediasi di Pengadilan,” Kosmik Hukum 16, No. 2 (2016): 87-

106, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum. v16i2.1954. 

Irawan. (1999). Logika dan Prosedur Penelitian. STIA-LAN, Jakarta.  

Istijab. “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria”. dalam WIDYA YURIDIKA Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 

Juni 2018. 

John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang. (2004). Mediation: 

Positive Conflict Management, NewYork: SUNY Press. 

Karmawan, “Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya,” Kordinat: Jurnal 

Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, No. 1 (2017): 107–126, 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953.  

Laura Nader. (1978). The Disputing Process Law in Ten Societies. Columbia 

University Press, New York. 

Sahnan, dkk. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan”. dalam Jurnal IU: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7, 

Nomor 3 Desember 2019. 

Siti Juwariyah. 17 Desember 2008. "Potret Mediasi dalam Islam", dalam www.pa.blk. 

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, “Model Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum 

14, No. 1 (2014): 36–48, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275.  

http://www.badilag.net/
http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953
http://www.pa.blk/
https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275


 
 

 
 

Urip Santoso. (2015). Perolehan Tanah oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal dari 

Tanah Hak Milik. Jurnal Perspektif, Volume 20, Nomor 1. 

C.  Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok- Pokok Agraria. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan. 

D. Sumber Lainnya 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994). 


